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I. UMUM

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
mengamanatkan adanya beberapa pengaturan lebih lanjut yang
menjelaskan mengenai beberapa ketentuan. Ketentuan tersebut
diantaranya adalah jangka waktu Pemutakhiran IGD; tata cara
memperoleh izin pengumpulan DG; bentuk dan tata cara pemberian
Insentif bagi Setiap Orang yang dapat membangun, mengembangkan,
dan/atau menggunakan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang
bersifat bebas dan terbuka; tata cara penyerahan IGT; kebijakan,
kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia
infrastruktur IG; pembinaan penyelenggaraan IGT; dan tata cara
pelaksanaan sanksi administratif.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
kebijakan nasional, informasi geospasial semakin dibutuhkan oleh
seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Indonesia. Oleh
sebab  itu, maka informasi geospasial beserta kegiatan
penyelenggaraannya dari hulu sampai dengan ke hilir, didalamnya
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termasuk kegiatan survei dan pemetaan, semakin memegang peranan
penting. Perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau
pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian
adalah beberapa diantaranya.

IG sangat berguna sebagai salah satu pendukung utama pengambilan
kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang
ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan nasional, khususnya dalam
pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang,
perencanaan lokasi investasi, penentuan garis batas wilayah. Selain
itu, mengingat Negara Indonesia berada di dalam wilayah yang
memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang
rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup
tinggi, kebutuhan terhadap IG terkait penanggulangan bencana juga
menjadi suatu kebutuhan yang primer.

Dengan menyadari pentingnya IG di semua sektor kehidupan,
ketersediaan IG yang mutakhir dan akurat menjadi suatu keharusan.
Hal ini untuk menghindari adanya kekeliruan, kesalahan, dan
tumpang tindih informasi yang berakibat pada ketidakpastian hukum,
inefisiensi anggaran dan inefektifitas informasi.

Namun, ketersediaan IG yang akurat dan mutakhir akan menjadi sia-
sia jika tidak disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan
untuk digunakan. Oleh sebab itu, Infrastruktur IG juga menjadi salah
satu bagian yang tidak dapat diabaikan. Pemberian Insentif adalah
salah satu sarana yang digunakan untuk menumbuhkembangkan
penyebarluasan dan penggunaan IG di Indonesia. Selain melalui
Insentif, pembangunan infrastruktur IG juga membutuhkan
kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya
manusia. Lima hal ini menjadi pondasi utama pembangunan
infrastruktur IG.

Pengaturan lebih lanjut mengenai beberapa ketentuan di dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi agar ketersediaan IG
yang mutakhir dan akurat sebagaimana cita-cita Undang-Undang
tersebut dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
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Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia” adalah salah satu unsur negara yang merupakan
satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan
kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah
dibawahnya serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh
sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
Yang dimaksud dengan "wilayah yurisdiksi” adalah wilayah di
luar wilayah mnegara yang terdiri atas Zona Ekonomi
Eksklusif, landas kontinen, dan zona tambahan dimana
negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu
lainnya sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-
undangan dan hukum internasional.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “standar” adalah tata cara yang
ditetapkan oleh Kepala Badan.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6

Yang dimaksud dengan “daerah darurat bencana” adalah daerah
yang mengalami gangguan serius terhadap suatu sistem,
komunitas, atau masyarakat yang menyebabkan kerugian pada
material, ekonomi, atau lingkungan yang meluas melampaui
kemampuan mereka untuk mengatasinya dengan kemampuan
mereka sendiri.
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Yang dimaksud “tanggap darurat bencana” adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian
bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan,
yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta
benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan
pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan
sarana.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “kerja sama” antara lain alih teknologi
dan/atau alih data.

Pasal 8
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah kerjasama
pengumpulan DG, termasuk di dalamnya kegiatan dalam
rangka Pemutakhiran IG, dilakukan dengan tidak tumpang
tindih, baik dari sisi biaya ataupun ketersediaan DG yang
akan dikumpulkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “katalog IG nasional” adalah daftar
informasi IG nasional yg disusun secara berurutan, teratur,
dan dalam sistem klasifikasi tertentu yg bertujuan untuk
menelusuri ketersediaan IG nasional secara efektif dan
efisien.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “berpotensi menimbulkan Bahaya”
adalah suatu kondisi Bahaya yang disepakati oleh antar
pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari daerah
dengan pengumpul data.
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Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Huruf a

Pemberian Izin di kawasan keamanan antara lain dalam
hal daerah terlarang dinyatakan mengalami gangguan
keamanan, ditutup sementara karena adanya kerusuhan
atau huru hara, sedang diselenggarakan acara bersifat
kenegaraan dan/atau resmi pemerintahan.

Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “Bahaya untuk objek
pengumpulan DG” adalah kegiatan pengumpulan DG
yang memungkinkan terjadinya efek yang bersifat negatif
terhadap objek pengumpulan DG, misalnya alat
pengumpulan DG yang digunakan merusak lokasi
dimana alat tersebut digunakan atau DG yang
dikumpulkan terkait dengan lokasi-lokasi rahasia
pertahanan dan keamanan negara.
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